
 
 

 

BUPATI NUNUKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR  42  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  NUNUKAN 
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat 

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Nunukan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Perubahan Tahun 2019 



Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 

47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3962); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 



 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 5601); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2019 ; 

  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1); 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 

tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11); 

  17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 

50 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2018 Nomor 53); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2011 Nomor 19); 

  
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 

Nomor 19); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 tahun 

2018 tentang Perubahan  keempat atas Peraturan 

Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Nunukan; 



  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2018 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN  TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 28 TAHUN  
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 28 Tahun 2018 

tentang  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 28) diubah sebagai 
berikut : 

 
 

 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 
 

(1) Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Nunukan  Tahun 2019 disusun sebagai berikut : 
 

a. Pendahuluan  

b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2019 

sampai dengan triwulan II ; 

c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah  

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah  

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah  

f. Penutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) Rincian Perubahan RKPD  Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

 

Ditetapkan di Nunukan 
Pada tanggal 19 Juli 2019      

 

BUPATI NUNUKAN, 
 

          ttd 
 

ASMIN LAURA HAFID 

 
 
Diundangkan di Nunukan 

Pada tanggal 19 Juli 2019      
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

                  ttd 
 

            SERFIANUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 42 

 


